
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 174/PMK.06/2010 

TENTANG 
PEJABAT LELANG KELAS I 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang dan dalam rangka pengembangan profesi 
pejabat lelang serta meningkatkan pelayanan lelang yang lebih 
efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin 
kepastian hukum, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan 
mengenai Pejabat Lelang Kelas I; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Pejabat Lelang Kelas I; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 

Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3687); 

  3. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Staatsblad 1930:85); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 
Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4313);  

  5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 

  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen 
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 22 Tahun 2007; 

  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
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  8. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009; 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara; 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 

  12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 
tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di 
Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama 
Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan 
Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010; 

    
MEMUTUSKAN: 

   
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEJABAT 

LELANG KELAS I. 
    

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

   
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. 
2. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang 
Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. 

3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat DJKN, adalah 

unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas 
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 
kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang  berlaku. 

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 
6. Direktur Lelang, yang selanjutnya disebut Direktur, adalah salah satu pejabat unit 

Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kegiatan, standardisasi dan bimbingan 
teknis, evaluasi serta pelaksanaan pembinaan perencanaan lelang, pemeriksaan, 
pengawasan, dan pembinaan kinerja di bidang lelang berdasarkan kebijakan 
teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.  

7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut 
Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal.  

8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat 
KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. 
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9. Pengawas Lelang (Superintenden) adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang.  

10. Pemeriksaan langsung adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh 
Pengawas Lelang (Superintenden) terhadap Pejabat Lelang Kelas I dalam rangka 
pembinaan, pengawasan dan/atau penilaian kinerja. 

11. Pemeriksaan tidak langsung adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh 
Pengawas Lelang (Superintenden) terhadap dokumen lelang dan laporan kegiatan 
Pejabat Lelang Kelas I serta data lainnya. 

    
BAB II 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
   

Bagian Kesatu 
Umum 

   
Pasal 2 

Pejabat Lelang Kelas I diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal  atas nama 
Menteri. 
   

Bagian Kedua 
Pengangkatan 

   
Pasal 3 

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I sebagai berikut: 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) diutamakan bidang hukum, ekonomi 

manajemen/akuntansi, atau penilai; 
c. berpangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c); 
d. lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) Pejabat Lelang, Diklat Lelang II, Diklat 

Lelang III, atau DPT III PPLN; dan 
e. tidak pernah mendapat peringatan tertulis atau menjalani hukuman disiplin yang 

dinyatakan dengan surat keterangan dari atasan setingkat eselon III dalam unit 
kerja yang bersangkutan. 

      
Pasal 4 

Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I diusulkan oleh Kepala KPKNL/Kepala Kantor 
Wilayah/Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJKN dengan disertai dokumen persyaratan 
yang meliputi: 
a. fotokopi ijazah sarjana (S1); 
b. fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir; 
c. fotokopi sertifikat kelulusan Diklat Pejabat Lelang, Diklat Lelang II, Diklat 

Lelang III, atau DPT III PPLN; dan 
d. surat keterangan tidak pernah mendapat peringatan tertulis atau menjalani 

hukuman disiplin dari atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang 
bersangkutan. 

    
Pasal 5 

(1) Kepala KPKNL mengajukan surat usulan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I 
kepada Kepala Kantor Wilayah setempat disertai dengan pertimbangan usulan 
pengangkatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada adanya kekurangan jumlah 
Pejabat Lelang. 

(2) Kepala Kantor Wilayah meneruskan usulan Kepala KPKNL dan/atau 
mengusulkan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas I dalam lingkungan Kantor 
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Wilayah setempat kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris DJKN dengan 
tembusan kepada Direktur. 

(3) Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJKN mengajukan surat usulan pengangkatan 
Pejabat Lelang Kelas I kepada Direktur Jenderal melalui Direktur untuk 
diteruskan kepada Sekretaris DJKN. 

(4) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Pengangkatan 
Pejabat Lelang Kelas I. 

    
Pasal 6 

(1) Sebelum memangku jabatan, Pejabat Lelang Kelas I wajib mengucapkan sumpah 
atau janji menurut agama atau kepercayaannya dan dilantik di hadapan dan oleh 
Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Pejabat Lelang Kelas I yang 
bersangkutan. 

(2) Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  didampingi 
oleh seorang rohaniawan dan disaksikan paling kurang 2 (dua) orang saksi. 

(3) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai  berikut: 
 "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk 

memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan 
nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada 
siapapun juga yang bertentangan dengan jabatan saya". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau 
tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian yang bertentangan 
dengan jabatan saya". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan 
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi 
Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-Undang, serta peraturan 
lain  bagi Negara Republik Indonesia". 
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya 
ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dalam 
melaksanakan kewajiban saya dan akan   berlaku sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya seperti layaknya bagi seorang Pejabat Lelang yang berbudi baik dan jujur, 
menegakkan hukum dan keadilan". 

    
Bagian Ketiga 

Pemberhentian 
   

Pasal 7 
Pemberhentian Pejabat Lelang Kelas I berupa pemberhentian dengan hormat atau 
pemberhentian tidak dengan hormat. 
   

Pasal 8 
Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan jika 
Pejabat Lelang Kelas I: 
a. meninggal dunia; 
b. mundur atas permintaan sendiri; 
c. pensiun dari Pegawai Negeri Sipil; 
d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan 

Pejabat Lelang Kelas I secara terus menerus lebih dari 1 (satu) tahun; atau 
e. berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan telah dibebastugaskan 

selama 18 (delapan belas) bulan. 
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Pasal 9 
(1) Kepala Kantor Wilayah mengajukan usulan Pemberhentian dengan hormat 

terhadap Pejabat Lelang Kelas I secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan 
tembusan kepada Direktur, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 

 a. surat keterangan  meninggal dunia;  
 b. surat permohonan berhenti  sebagai Pejabat  Lelang Kelas I; 
 c. surat keputusan pensiun;  
 d. surat keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan Pejabat Lelang Kelas I 

tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya secara terus menerus lebih dari 
1 (satu) tahun; atau 

 e. surat keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan Pejabat Lelang 
Kelas I telah dibebastugaskan selama 18 (delapan belas) bulan. 

(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai 
pemberhentian dengan hormat kepada Pejabat Lelang Kelas I, dengan tembusan 
kepada Direktur, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usulan pemberhentian 
dari Kepala Kantor Wilayah diterima oleh Direktur Jenderal. 

      
Pasal 10 

Pejabat Lelang Kelas I yang telah diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat 
diangkat kembali menjadi Pejabat Lelang. 
   

BAB III 
KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 

   
Bagian Kesatu 

Wewenang 
   

Pasal 11 
(1) Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang 

atas permohonan Penjual/Pemilik Barang. 
(2) Pejabat Lelang Kelas I dapat melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang, 

meskipun di wilayah kerjanya terdapat Pejabat Lelang Kelas II. 
(3) Pejabat Lelang Kelas I hanya dapat melaksanakan lelang setelah mendapat surat 

tugas dari Kepala KPKNL. 
    

Pasal 12 
Pejabat Lelang Kelas I berwenang untuk: 
a. menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal 

berkas persyaratan lelang; 
b. melihat barang yang akan dilelang; 
c. menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan/atau pengunjung lelang jika 

menggangu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata tertib 
pelaksanaan lelang; 

d. menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu, apabila diperlukan 
dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang;  

e. meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan;  
f. mengesahkan pembeli lelang; dan/atau 

 
g. membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi dengan membuat 

pernyataan pembatalan. 
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